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is the phenomenon of unregistered marriage in Manggala District, Makassar
City, 2) How does society view the impact of unregistered marriage in
Manggala District, Makassar City. This research is a field research using a
qualitative approach. The data sources used in this study are primary data
obtained directly from interviews and secondary data obtained through books
and journals, then the data obtained is analyzed, so that results and conclusions
are obtained. From the results of this study, it shows that 1) The phenomenon
of unregistered marriage is still a common practice in the Manggala District
community, although it does not support the applicable legal principles. Many
people do it for various reasons, including economic factors and other social
pressures. 2) Unregistered marriage is viewed differently by the Manggala
District community; Some see it as an alternative to prevent adultery, but many
consider it risky and detrimental. The practice of unregistered marriage can
cause legal problems, especially for women and children born from the
marriage, because they do not get the rights they should have.
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Abstrak

Skripsi ini membahas tentang fenomena nikah siri dan dampaknya bagi kehidupan sosial di Kecamatan
Manggala, Kota Makassar. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menangkap
bagaimana pandangan masyarakat terhadap nikah siri serta dampaknya bagi kehidupan sosial dengan
mengkaji dua hal yaitu: 1) Bagaimana fenomena nikah siri di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, 2)
Bagaimana pandangan masyarakat terhadap dampak nikah siri di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari
hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui buku-buku dan jurnal-jurnal, kemudian data yang
diperoleh dianalisis, sehingga mendapat hasil dan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini, menunjukan bahwa
1) Fenomena nikah siri masih menjadi praktik umum di masyarakat Kecamatan Manggala, meskipun tidak
mendukung prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Banyak masyarakat yang melakukannya dengan berbagai
alasan, termasuk faktor ekonomi, dan tekanan sosial lainnya. 2) Nikah siri dipandang berbeda oleh
masyarakat Kecamatan Manggala; ada yang melihatnya sebagai alternatif untuk mencegah zina, namun
banyak yang menganggapnya berisiko dan merugikan. Praktik nikah siri ini dapat menimbulkan masalah
hukum, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut, karena mereka tidak
mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

Kata Kunci : Dampak, Fenomena, Nikah Siri

10832


mailto:taufiqhidayatullahblk29@gmail.com*
mailto:hasanjuhanis2@gmail.com2
mailto:meisil@unismuh.ac.id

*
CN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantarsz I’ *
https://jicnusantara.com/index.php/jicn <
Vol : 1 No: 6, Desember 2024- - Januari 2025 V

E-I1SSN : 3046-4560

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw. yang berarti mencontoh tindakan
beliau agar manusia dapat memiliki keturunan yang sah untuk menuju kehidupan yang bahagia di
dunia maupun di akhirat. Perkawinan antara laki-laki dan perempuan untuk melanjutkan kehidupan
sebagai suami istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia sejak pertama, tidaklah
Allah swt. menciptakan Nabi Adam as. kecuali diciptakan Hawa sebagai pasangan hidupnya, lalu
mereka menjadi suami istri dalam ikatan pernikahan(Sarwat, 2011).

Hal ini telah dijelaskan sejak zaman dahulu dan sudah banyak diterangkan dalam Al-qur’an
sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nur 24/32.

ol fotg 2005 b 2o 200 2R oS 155 0y 3SOUa)g 83 e Cadlally 2 A0Y1 1,25

Terjemahnya:

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan orang orang yang layak
(menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka
miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha
luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Pernikahan adalah suatu perjanjian yang tidak lepas dari tata caranya serta proses ijab dan
kabul yang diucapkan untuk menandakan bahwa pernikahan yang telah dilangsungkan sah,
pasangan suami istri yang telah siap melangkah ke babak kehidupan yang baru untuk mewujudkan
pernikahan yang bahagia di dunia maupun di akhirat kelak. Pernikahan telah dituntun oleh
Rasulullah saw. sejak zaman dahulu sebagai suatu perbuatan yang bernilai ibadah apabila dilakukan
berdasarkan niat yang tulus dan ikhlas serta mengharapkan ridho Allah. Sehingga dapat memenubhi
perintah Allah swt. mengikuti sunnah Nabi dan petunjuk para Rasul, menundukan syahwat dan
menjaga pandangan, memelihara kemaluan dan menjaga kesucian wanita, dengan pernikahan
praktek perzinahan tidak merajalela di kalangan umat Islam(al- Sayyid Salim, 2016).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) perkawinan itu ialah ikatan lahir
batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk
keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Ramulyo,
1996). Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaan itu, namun tipa-tiap perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan
yang berlaku(Mardani, 2013).

Dari penjelasan Undang-Undang di atas, maka dapat diartikan bahwa pernikahan merupakan
ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan
membentuk keluarga yang bahagia. Dan setiap perkawinan harus dicatat dengan tujuan agar
terjaminnya ketertiban pernikahan di Masyarakat(Nurhadi, 2011). Pernikahan merupakan perbuatan
hukum, jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat pernikahan adalah sah secara hukum.
Mengingat pernikahan siri cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum.

Di dalam Undang- Undang perkawinan telah disebutkan bahwa suatu perkawinan hendaknya
dilakukan pencatatan untuk memperoleh kepastian hukum. Namun kenyataannya sebagian
masyarakat masih banyak melakukan pernikahan tanpa pencatatan, alasan yang dikemukakan dapat
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berbeda-beda meskipun sebenarnya status pernikahan siri masih diperdebatkan di kalangan para
ahli dan Masyarakat(Setiawati, 2005).

Meskipun pernikahan dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, namun
dimata negara secara legalitas pernikahan tersebut dianggap tidak sah, jika belum dicatat oleh KUA
atau Kantor Pencatatan Sipil (KCS). Sebenarnya tidak ada paksaan bagi masyarakat untuk harus
mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama.

Dalam artian, jika kita tidak mencatatkan pernikahan, bukan berarti kita melakukan suatu
kejahatan, namun jelas pula bahwa hal ini memberikan dampak atau konsekuensi hukum tertentu
khususnya merugikan perempuan dan anak-anak(Kurniawati, 2019). Karena negara Indonesia
merupakan negara hukum, oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia harus mematuhi peraturan
perundang-undangan yanga berlaku. Fenomena nikah siri yang masih saja marak terjadi di
Indonesia terutama di kalangan masyarakat Kecamatan Manggala, dalam kenyataannya dampak
dari praktik pernikahan siri yang terjadi di lingkungan masyarakat tidak sepenuhnya mengacu
kepada Undang-Undang.

Sudah seharusnya masyarakat mengedukasi bahwa yang paling dirugikan dalam hal ini adalah
perempuan dan anak. Nikah siri yang secara hukum negara tidak sah ini menyebabkan perempuan
dan anak tidak bisa memperoleh haknya terkait harta gono-gini dan lain sebagainya, apabila suatu
saat terjadi perceraian sebab apapun yang terjadi perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi oleh
hukum. Selain itu anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan siri akan kesulitan, jika berhadapan
langsung dengan ranah hukum. Dalam hukum positif status anak akan dianggap tidak sah, hingga
seorang anak tidak memiliki hubungan hukum dengan sang ayah sehingga tidak bisa menuntut hak
nafkah, biaya pendidikan ataupun warisan dari ayah tersebut(Naharin Dkk, 2017).

Dari sinilah kemudian kasus nikah siri atau nikah di bawah tangan merebak menjadi
fenomena tersendiri. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian yang berjudul: PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP FENOMENA NIKAH
SIRI DAN DAMPAKNYA BAGI KEHIDUPAN SOSIAL (STUDI KASUS DI KECAMATAN
MANGGALA, KOTA MAKASSAR).

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang
tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif
lainnya(Murdiyanto, 2010).

Deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan
subjek dan objek penelitian kemudian di analisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang
sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan
masalahnya dan dapat memberikan informasi yang lebih jelas sehingga bermanfaat bagi
perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian
deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau
mencoba menggambarkan suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dan penyusunan
yang akurat(Supardi, 2005).
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HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
a. Keadaan Geografis

Geografis adalah suatu keadaan wilayah atau daerah yang merupakan faktor yang
penting, karena dapat mempengaruhi kehidupan dalam masyarakat secara keseluruhan dan
khususnya pada masyarakat di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

1) Kota Makassar

Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat daya pulau sulawesi, tepatnya di antara
119° 18' 27, 7" sampai 119° 32' 31, 03" BT dan 5° 30" 18"- 5° 14' 49" LS.

Adapun batas-batas wilayah Kota Makassar sebagai berikut:

a) Sebelah Utara :Berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene Kepulauan.
b) Sebelah Timur :Berbatasan dengan Kabupaten Maros.

c) Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

d) Sebelah Barat :Selat Makassar.

Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan ketinggian antara 1-25 meter di
atas permukaan laut. Dan Kota Makassar terbagi atas dua bagian, yaitu; bagian barat ke
arah utara yang rendah dan dekat pada pesisir pantai, dan bagian timur berbukit.

Kota Makassar diapit dengan dua sungai yang besar, yaitu; sungai Tello di utara kota
dan sungai Je'neberang selatan kota. Pulau-pulau kecil yang di bagian Kota Makassar
berfungsi sebagai pelindung dan memenuhi kebutuhan kota.

Dalam iklim Kota Makassar memiliki 3,28, sedang hingga tropis dengan suhu udara
yaitu, rata-rata berkisaran 26, °C sampai dengan 29 °C.

2) Kecamatan Manggala
a) Sejarah Singkat Kecamatan Manggala

Manggala merupakan nama seorang Panrita (orang yang ditokohkan), karena
kemampuan dan kharisma yang dimilikinya. Nama Kecamatan Manggala ini dahulu
diambil dari nama salah seorang tokoh masyarakat yang dikenal sebagai Cambang
Manggala. Dia dikenal berbudi karena kepiawaiannya, sehingga mampu baik,
dihormati, disegani dan mempersatukan seluruh masyarakat baik yang ada di lembah
(baling) maupun masyarakat yang ada di perbukitan (moncong). Apabila ada pertikaian
masalah batas wilayah kerajaan, maka Cambang Manggala akan muncul di atas sebuah
bukit atau moncong-moncong untuk menengahi permasalahan tersebut. Oleh karena
beliau sering muncul di bukit atau moncong-moncong, maka diberilah gelar sebagai
Karaeng Moncong-moncong. Menurut cerita, apabila terdengar gemerincing suara
pacul pada malam hari yang kedengerannya seperti ratusan orang memacul tanah
pertanian, maka penduduk meyakini bahwa, sebenarnya yang muncul itu hanya satu
orang yaitu, Cambang Manggala. Hal inilah yang melatarbelakangi penamaan
Kecamatan Manggala.
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3) Letak Geografis Kecamatan Manggala

Kecamatan Manggala adalah sebuah Kecamatan yang berada di Kota Makassar
dengan kode bps 7371101. Kecamatan Manggala terdapat 8 kelurahan, yaitu; Kelurahan
Batua, Kelurahan Borong, Kelurahan Bitowa, Kelurahan Antang, Kelurahan Bangkala,
Kelurahan Biring Romang,Kelurahan Manggala, dan Kelurahan Tamangapa.

Kecamatan Manggala adalah salah satu 15 Kecamatan di Kota Makassar. Luas

PUETA MECANATAN MANGGALA
WOTA MAKASSAR
PROVINST SULAWEST SELATAN

Kecamatan wilayah Manggala yaitu; 2414 km2, atau 13,73%. Dan Kecamatan
Manggala terletak 5, 1572° LS 119,4935° BT. Kecamatan Manggala mempunyai luas
4,44 km2, atau 13, 73 persen dari Kota Makasar(https;/eprints.ipdn.ac.id).

Kecamatan Manggala tertelak pada perbatasan Kabupaten Maros di sebelah timur
dan Kabupaten Gowa di sebelah selatan, dan Kecamatan Tamalanrea di sebelah utara,
serta Kecamatan Panakkukang di sebelah
barat(htps://phinisita.dpmptsp.makassarkota.go.id)..

2. Fenomena Nikah Siri di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Terkait fenomena nikah siri yang terjadi di Kecamatan Manggala dalam wawancara terkait
tentang nikah siri dengan ke-8 (delapan) informan pada prinsipnya untuk menggali dan
mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap fenomena nikah siri dan dampaknya
bagi kehidupan sosial terjadi di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Fenomena nikah siri merupakan praktik pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi,
tanpa mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh hukum, sehingga tidak terdaftar di lembaga
pemerintah yaitu; Kantor Urusan Agama (KUA). Meskipun dalam beberapa kondisi nikah siri
dianggap sah menurut agama, banyak pasangan yang terjebak dalam praktik ini akibat kurangnya
pemahaman mengenai hukum atau tekanan sosial, seperti kehamilan di luar nikah. Hal ini dapat
menimbulkan masalah hukum terkait status pernikahan, hak waris, dan perlindungan anak.
Selain itu, nikah siri sering kali menyebabkan stigma sosial dan konflik dalam keluarga,
menjadikannya isu yang sulit diatasi, terutama di kalangan masyarakat yang kurang
teredukasi(Hairuddin, 2024).

Fenomena nikah siri berdampak besar pada hubungan antar warga, khususnya bagi
pelakunya. Mereka yang menikah siri sering merasa diabaikan atau kurang dihargai oleh
tetangga dan masyarakat, yang dapat memengaruhi interaksi sosial dan menciptakan jarak dari
komunitasnya, karena stigma yang melekat pada nikah siri tidak hanya memengaruhi individu
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secara pribadi, tetapi juga berpotensi merusak ikatan sosial dan rasa saling menghargai dalam
lingkungan masyarakat(Sofyawati, 2024).

a. Prosedur Pelaksanaan Nikah Siri di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Mengenai prosedur pelaksanaan nikah siri yang dilakukan masyarakat Kecamatan
Manggala dikemukakan oleh salah satu tokoh agama yaitu; bapak Amirullah yang ditemui
pada saat mengisi kajian di salah satu masjid yang ada di Kelurahan Manggala, beliau
mengatakan bahwa:

“Kalau nikah siri kan dalam pandangan agama pernikahan dari siri itu kan tetap sah
yal..karena mereka telah memenuhi syarat dan rukunnya, apabila mereka tidak memenuhi
rukun dan syarat nikah itu otomatis tidak sah nikahnya, hanya saja dalam nikah siri itu yang
buat tidak sah itu dimata hukum kita ini, yaitu; hukum negara, karena tidak didaftarkan
pernikahannya melalui KUA, kalau yang saya amati di sini itu begitu, mereka melaksanakan
nikah siri dengan sudah terpenuhi syarat dan rukunnya, karena memang ada sebagian dari
ibu-ibu majelis taklim saya ini yang memang melakukan nikah siri itu”( Amirullah, 2024).

Dari ungkapan di atas dapat diketahui bahwa nikah siri dianggap sah dalam pandangan
agama, jika memenuhi syarat dan rukunnya. Namun, pernikahan ini tidak diakui secara
hukum negara (hukum positif), karena tidak didaftarkan melalui Kantor Urusan Agama
(KUA). Beberapa orang, termasuk ibu-ibu dari majelis taklim, masih melaksanakan nikah siri
meskipun menyadari konsekuensi hukum yang berlaku(Amirullah, 2024).

Adapun rukun nikah yang di maksud disini yaitu:

a) Adanya kedua mempelai laki-laki dan perempuan.
b) Adanya wali nikah.

c) Adanya dua orang saksi laki-laki.

d) Adanya ijab dan kabul(Amirullah, 2024).

Nikah siri pada umumnya, dilakukan oleh orang yang beragama Islam, seperti yang
sudah dijelaskan tentang perikahan siri akan tetap sah, jika sudah memenuhi rukun nikah.
Akan dikatakan rukun nikah syarat sah pada sebuah pernikahan siri, selain rukun nikah kedua
mempelai wajib untuk memenuhi syarat-syarat nikah siri.

Adapun syarat nikah siri yaitu:

a) Beragama Islam.

b) Laki-laki dan Perempuan tidak melaksanakan nikah secara terpaksa.

c¢) Calon istri yang dinikahkan bukan termasuk dari mahromnya.

d) Pernikahan yang dilakukan bukan dalam masa umrah ataupun ihram(Amirullah, 2024).

Proses siri di Kecamatan Manggala, yang peneliti amati menunjukkan bahwa
pernikahan siri ini yang dilakukan oleh Masyarakat Kecamatan Manggala sesuai dalam
pandangan hukum Islam, karena telah memenuhi syarat dan rukunnya. Prinsip hukum Islam
mengedepankan pemenuhan syarat-syarat seperti; adanya kedua mempelai, wali nikah, saksi,
serta ijab dan kabul. Dengan memenuhi kriteria ini, nikah siri dapat dianggap sah secara
agama. Namun, dari perspektif hukum positif di Indonesia, nikah siri tidak diakui, karena
tidak didaftarkan melalui Kantor Urusan Agama (KUA). Hal ini menimbulkan ketidakpastian
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hukum bagi pasangan yang memilih nikah siri, terutama terkait hak-hak hukum dan
perlindungan yang seharusnya didapatkan dalam pernikahan formal. Secara keseluruhan,
meskipun proses nikah siri di Manggala sudah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam,
hal itu tidak memenuhi syarat administratif yang berlaku dalam hukum positif.

b. Motivasi Atau Sebab Terjadinya Nikah Siri di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Sebab masyarakat Manggala melaksanakan pernikahan siri, yaitu; bervariasi tergantung
kepada individu dan konteksnya, beberapa sebab yang memungkinkan menjadi
pertimbangan.

faktor-faktor yang melatarbelakangi nikah siri di Kecamatan Manggala, Kota Makassar
diantaranya sebagai berikut:

1) Rumitnya Administrasi Nikah

Dapat dilihat bahwa banyak dari masyarakat yang memilih nikah siri, karena
mereka menganggap proses administrasi dan persyaratan di KUA terlalu rumit. Hal ini
terutama terjadi pada pasangan yang masih di bawah umur, di mana mereka harus
mendapatkan surat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama, yang dianggap
menyulitkan(Syarwan Manji, 2024).

2) Faktor Hamil di Luar Nikah

Nikah siri juga sering dilakukan untuk menghindari masalah akibat kehamilan
sebelum pernikahan (hamil luar nikah(Masna, 2024)).

3) Faktor Poligami

Alasan lainnya, yang dikemukakan yaitu: berawal dari rasa saling suka, sehingga
memutuskan melakukan nikah siri, walaupun menjadi istri kedua, sehingga melakukan
poligami(lrawati, 2024).

4) Faktor Ekonomi

Sebagian masyarakat melakukan nikah siri akibat tidak mempunyai kemampuan
finansial, untuk mendaftarkan pernikahannya secara resmi, sehingga diadakanlah nikah
siri(Syarwan Manji, 2024).

3. Pandangan Masyarakat Terhadap Dampak Nikah Siri Bagi Kehidupan Sosial di
Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

a. Pandangan Masyarakat Terhadap Dampak Positif Nikah Siri

Menurut pandangan beberapa masyarakat Kecamatan Manggala terkait dampak
positif nikah siri, seperti yang dikemukakan oleh Ibu Jamilah dalam wawancara terkait, beliau
mengatakan:

“Menurut saya bahwa nikah siri sering dipilih oleh pasangan yang ingin jaga hubungan
mereka sesuai norma agama. Karena kan banyak orang beranggapan bahwa nikah siri lebih
baik daripada berzina, yang dianggap haram. Dengan menikah secara siri, pasangan merasa
lebih aman dalam menjalani hubungan, meskipun status hukum mereka tidak diakui secara
resmi”’(Jamilah, 2024).
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Selanjutnya menurut Bapak Amirullah selaku pendakwah, pada saat ditemui beliau
mengatakan:

“Bahwa nikah siri dirasa jauh lebih mudah dan cepat dibandingkan pernikahan resmi.
Prosesnya tidak ribet, dan bisa langsung bersama tanpa menunggu banyak persyaratan, jadi
nikah siri itu bukan nikah yang tidak baik yah!, tapi hanya tidak diketahui saja sama
pemerintah”(Amirullah, 2024).

Dari dua pemaparan wawancara yang dikemukakan dari sisi dampak positif pernikahan
siri dapat dilihat sebagai berikut:

1) Menjaga Kehormatan dan Moralitas Dalam Hubungan

Nikah siri sering menjadi pilihan pasangan yang ingin menjaga hubungan mereka
sejalan dengan norma agama. Banyak orang percaya bahwa nikah siri adalah cara yang
lebih baik daripada melakukan perzinahan, yang dianggap sebagai dosa. Dengan
melangsungkan nikah siri, pasangan merasa lebih terlindungi dalam menjalani hubungan
mereka. Meskipun tidak diakui secara resmi, ikatan ini memberikan rasa aman bagi
mereka. Pilihan ini menunjukkan keinginan untuk tetap menjaga kehormatan dan nilai-
nilai moral. Oleh karena itu, nikah siri bisa menjadi solusi bagi mereka yang ingin
menghindari perbuatan yang tidak diinginkan(Jamilah, 2024).

2) Nikah Siri Memberikan Kemudahan Bagi Pasangan Untuk Bersatu Tanpa Proses Rumit

Nikah siri dianggap lebih mudah dan cepat dibandingkan pernikahan resmi.
Prosesnya yang sederhana memungkinkan pasangan untuk segera bersama tanpa harus
menunggu persyaratan yang rumit. Meskipun sering dipandang negatif, nikah siri
sebenarnya bukanlah bentuk pernikahan yang buruk. Hal ini lebih kepada kurangnya
pengakuan dari pemerintah. Dengan demikian, nikah siri menjadi alternatif yang praktis
bagi pasangan. Penting untuk memahami bahwa status hukum yang tidak diakui bukan
berarti hubungan tersebut tidak sah(Amirullah, 2024).

b. Pandangan Masyarakat Terhadap Dampak Negatif Nikah Siri

Dalam wawancara bersama Bapak Hairuddin selaku penghulu, KUA Kecamatan
Manggala, beliau mengatakan bahwa:

“Dampak yang saya amati ini, ya! itu, mereka nikah tidak punya akta nikah dan apabila
mereka menikah kemudian mereka punya anak, maka anak ini tidak bisa mengurus akta
kelahiran ketika anaknya mau sekolah, dia sulit mendapatkan itu semua, karena pernikahan
orangtuanya tidak diakui atau tidak tercatat oleh PPN (pegawai pencatat nikah). Kemudian
juga pergaulannya dengan masyarakat menjadi lebih sedikit, lebih sempit beda dengan yang
menikah resmi di karenakan itu tadi, merasa di kucilkan sehingga terjadi pemahaman-
pemahaman kesenjangan sosial itu. Bahwa jangan-jangan dia istri kedua atau jangan-jangan
dia nikah diam-diam seperti itu ya!”( Hairuddin, 2024).

Adapun menurut pandangan dari ibu Jamilah, beliau mengatakan:

“Pandangan saya terhadap nikah siri, kalau kita berbicara dari segi aturan hukum , maka
orang-orang yang melakukan nikah siri boleh dikatakan tidak mendapatkan perhatian khusus,
tetapi dalam segi agama itu bisa saja sah yang penting memenuhi unsur atau syarat-syarat
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yang ditentukan juga walaupun mungkin nikah siri kalau dia tidak punya saksi atau apa bisa
saja itu tidak sah, tetapi itu kembali kepada masing-masing orangnya, karena dia yang akan
bertanggungjawab sama agamanya, tetapi dalam pandangan saya sebagai tokoh masyarakat
yang namanya nikah siri kembali kepada pribadi masing-masing yang pasti kalau nikah siri
dalam pandangan aturan hukum tentu saja boleh dikatakan tidak sah, artinya kalau dia
mempunyai anak atau melahirkan anak kita takutkan saja jangan sampai hak-haknya itu
kurang terperhatikan, tetapi seharusnya itulah tadi saya katakan kembali kepada masing-
masing, dia yang memilih, dia yang menjalankan dia sudah tau kan apa konsekuensinya kalau
kita memilih nikah siri otomatis urusan-urusan administrasi pemerintahan biasanya agak-agak
sulit, jadi kembali lagi kepada orangnya, dia yang memilih, dia yang menjalankan, saya tidak
mungkin bilang tidak boleh, kembali kepada masing-masing. Menurut saya sebaiknya
janganlah nikah siri karena kembali kepada kita konsekuensinya, kita mungkin tidak akan
mendapatkan pengakuan-pengakuan dari pemerintah. Dampak-dampaknya nanti kepada
anak-anak, karena kan pasti kalau mau mengurus akta lahir pasti dicari mana buku nikahnya
orang tua. Nah kalau bisa dihindarilah untuk terjadi nikah siri ya!”( Sofyawati, 2024).

Begitupun juga menurut Amirullah terkait pandangannya terhadap dampak nikah siri
yaitu:

“Dampak yang ditimbulkan nikah siri itu, dia tidak mendapat pengakuan hukum, karena tidak
terdaftar di negara bahwa dia pernah melakukan pernikahan atau tidak ada jejaknya, jadi nikah
siri itu nikah yang tidak terdata ya!, tidak tercatat oleh dokumen negara itu kalau nikah siri
dan secara agama sah-sah saja ya!..pernikahannya sah ya, cuma kerugian orang yang
melakukan nikah siri dia tidak berhak untuk mendapatkan buku nikah. Jadi yang banyak
dirugikan sebenarnya pihak perempuan, kalau suatu saat kemudian ada masalah dengan
suaminya terus ingin menuntut pada suaminya, entahkah tidak dinafkahi dan seterusnya atau
misalnya ada perceraian tidak ada beban bagi seorang suami untuk menceraikan istrinya
kenapa?, karena tidak ada ikatan yang diatur dalam perundang-undangan, jadi kalau mau
diajukan ke Pengadilan, Pengadilan juga menolak karena tidak ada bukti bahwa dia pernah
melakukan pernikahan, jadi itu salah satu kerugian yang dialami perempuan kalau melakukan
nikah siri dan berdampak juga nanti ke anaknya ketika anak tersebut ingin diterbitkan akta
kelahirannya dia tidak bisa mendapatkan itu karena salah satu persyaratan untuk mendapatkan
akta kelahiran itu kan harus ada keterangan nikah. Sekarang banyak orang menikah siri itu,
karena yang pertama kecelakaan (hamil luar nikah) khususnya kaum muda-mudi itu banyak
praktik nikah siri karena aturan sekarang di Kementrian agama itukan harus (19) tahun karena
mungkin pemerintah melihat banyak pertimbangan.”(Amirullah, 2024).

Selanjutnya menurut Ibu Irawati selaku orang yang melakukan nikah siri beliau
mengungkapkan dampak yang beliau rasakan dari pernikahan siri yang dilakukan.

“Dari pengalaman saya yang sudah saya rasakan dari dampak nikah siri ini ya, pembagian
waktunya lebih banyak ke istri pertama, apalagi masalah ekonomi yah begitulah, kemudian
juga akta kelahiran dan apa-apa yang mau saya urus di pemerintah susah karena saya tidak
punya buku nikah”(Jamilah, 2024).

Dari beberapa pemaparan wawancara di atas dapat dilihat bahwa akibat pernikahan siri
menimbulkan banyak dampak negatif dari nikah siri itu sendiri.

10840



*
CN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantars I’ .
https://jicnusantara.com/index.php/jicn <
Vol : 1 No: 6, Desember 2024- - Januari 2025 V

E-I1SSN : 3046-4560

Adapun dampak negatif yang ditimbulkan sebagai berikut:
a) Pernikahan Yang Dilakukan Tidak Mendapat Pengakuan Hukum.

Dampak dari nikah siri, bukanlah hal yang dapat disepelekan, karena sangat
merugi, akibatnya tidak adanya pengakuan hukum, sehingga pasangan yang menikah
secara siri tidak memiliki akta nikah atau biasa disebut buku nikah(Amirullah, 2024).

b) Istri Tidak Berhak Mendapatkan Hak Nafkah dan Harta Gono-gini Ketika Terjadi
Perpisahan Atau Perceraian.

Apabila suatu saat terjadi perceraian yang diputuskan salah satu pihak, maka istri
tidak berhak mendapatkan harta warisan suaminya, begitupun juga dengan hak
nafkahnya, karena mereka dimata hukum dianggap tidak pernah menikah, sehingga hal-
hal yang menjadi tanggungjawab suaminya, jika tidak ditunaikan, maka tidak bisa
menuntut haknya melalui Lembaga Hukum(amilah, 2024).

¢) Anak Hasil Pernikahan Siri Tidak Mendapatkan Akta Kelahiran.

Begitupun juga sama halnya akibat yang terjadi kepada anak-anak
menghadapi tantangan dari pernikahan siri terkait pengakuan hukum, identitas dan sulit
mengurus akta kelahiran saat ingin bersekolah, mereka tidak memiliki akses yang sama
seperti anak-anak yang lahir dari pernikahan resmi(Hairuddin, 2024).

d) Terjadi Diskriminasi dan Kesenjangan Sosial

Diskriminasi dan kesenjangan sosial yang dialami masyarakat Kecamatan Manggala
yang menikah siri, yaitu: pelaku nikah siri sering dianggap memiliki moralitas yang rendah
atau tidak mematuhi norma-norma sosial dan dikucilkan, sehingga dijauhi masyarakat sama
halnya dengan kesenjangan sosial yang dialami pelaku nikah siri mencakup akses yang
terbatas terhadap hukum, ketidaksetaraan ekonomi, pendidikan anak yang terkendala, akses
kesehatan terabaikan, dan kurangnya dukungan sosial, yang membuat mereka terpinggirkan
dalam masyarakat(Masna, 2024).

Peran KUA disini sangat penting dengan mengadakan sosialisasi dan memberikan edukasi
kepada masyarakat serta calon pengantin tentang pentingnya mendaftarkan pernikahan secara
resmi di KUA. Tujuannya adalah untuk mencegah kesulitan dalam mengurus administrasi di
kemudian hari, terutama saat mereka memiliki anak. KUA juga menekankan pentingnya
mengikuti peraturan hukum yang ada agar terhindar dari berbagai konsekuensi negatif yang
dapat muncul akibat nikah siri.

Kemudian Hairuddin kembali memaparkan terkait upaya KUA dalam memberikan solusi

terkait masyarakat yang terlanjur melakukan nikah siri, kemudian ingin mengesahkan
pernikahannya kembali, bisa dilakukan melalui permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama,
berikut beberapa persyaratan yang diperlukan guna melakukan itsbat nikah:

1.

a s~ wDd

Surat permohonan itsbat nikah.

Surat keterangan dari KUA.

Surat keterangan dari kepala desa atau lurah.
Fotokopi KTP pemohon.

Pembayaran biaya perkara.
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6. Hal lain yang ditentukan hakim(Hairuddin, 2024).

Adapun upaya yang dilakukan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat melalui
wawancara terkait yaitu; adanya pembinaan majelis taklim serta mengadakan sosialisasi terhadap
warga dengan memberikan pemahaman, terutama pada generasi-generasi muda yang masih seusia
SMP, yang kemungkinan belum bisa menikah, akan tetapi tidak dapat dihindari, jika terjadi
kecelakaan, walaupun terkadang terjadi bentrok dengan masyarakat terkait nikah siri, inilah upaya
yang dilakukan sebagai tokoh yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat sosial
bahwasanya banyak dampak yang akan dirasakan, jika melakukan pernikahan siri, agar pemikiran
masyarakat awam sadar akan dampak yang akan terjadi kepada orang yang melakukan pernikahan
siri(Amirullah Dkk, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan pengkajian dari perkara sebelumnya, maka hasil dari penelitian terdiri dari
beberapa kesimpulan:

1. Fenomena nikah siri masih menjadi praktik umum di masyarakat Kecamatan Manggala,
meskipun tidak mendukung prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Banyak masyarakat yang
melakukannya dengan berbagai alasan, termasuk faktor ekonomi, dan tekanan sosial
lainnya.

2. Masyarakat Kecamatan Manggala memiliki pandangan yang bermacam-macam tentang
nikah siri. Sebagian orang menganggapnya sebagai cara untuk menghindari zina, tetapi
yang lain melihatnya sebagai praktik yang merugikan, terutama bagi perempuan dan anak-
anak. Stigma sosial sering menyertai fenomena ini, menciptakan persepsi negatif. Nikah
siri dapat menyebabkan masalah hukum dan sosial yang serius. Salah satu masalah utama
adalah ketidakpastian status hukum bagi perempuan dan anak-anak. Anak-anak yang lahir
dari nikah siri sering tidak mendapatkan hak-hak mereka secara resmi. Hal ini bisa
mengakibatkan kesulitan di masa depan, terutama terkait warisan dan nafkah.
Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakadilan dalam masyarakat. Dengan begitu, nikah siri
bisa menjadi lebih banyak masalah daripada solusi. Kesadaran akan dampak ini penting
untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.
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